BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan waktu
kerja bagi pekerja rumah tangga yakni, Pertama, adanya perbedaan
kedudukan yang lebih tinggi antara pemberi kerja dengan PRT.
Perbedaan kedudukan tersebut membuat adanya variasi hubungan
kerja PRT dengan pemberi kerjanya, yaitu PRT yang pulang pergi
dan PRT yang tinggal bersama pemberi kerjanya. Kedua, adanya
permasalahan perlindungan hukum karena diketahui dari ketentuan
Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015 perjanjian kerja antara PRT
dengan pemberi kerjanya dapat dilakukan secara tertulis maupun
lisan. Selain itu, terdapat permasalahan perlindungan hukum terkait
jam kerja PRT yang dapat dilihat dari jam kerja normal, jam lembur,
istirahat perhari, istirahat perminggu, dan juga cuti tahunan.
Permasalahan terkait jam kerja PRT ini juga dilandasi akibat
Permenaker No. 2 Tahun 2015 Pasal 28 yang melimpahkan
pelaksanaan peraturannya kepada setiap pemerintahan daerahnya

masing-masing.

2. Cara Mengukur Jumlah Waktu Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam
Mencapai Ketentuan 40 (Empat Puluh) Jam Kerja Perminggu adalah
sebagai berikut:

Berdasarkan RUU PPRT, variasi hubungan PRT yang kerja pulang
dan pergi memiliki ketentuan maksimal 4 jam Kkerja perhari,
sedangkan PRT yang tinggal bersama pemberi kerjanya memiliki

ketentuan 8 jam kerja perhari dengan total 40 jam kerja perminggu.
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Jam kerja standar yaitu lima hari kerja dalam seminggu dengan
jumlah delapan jam sehari sehingga total jam kerja dalam seminggu
mencapai 40 jam kerja. Ketentuan 40 jam kerja dalam seminggu
dilandasi karena keadaan normal mansia dalam bekerja rata-rata
dapat bekerja delapan jam sehari. Jika lebih dapat mengakibatkan
kelelahan dan meningkatkan resiko kecelakaan dalam bekerja. Jika
ditinjau dari ketiga sampel peraturan daerah yang mengatur
mengenai jam Kkerja, ternyata hanya terdapat satu perda yang
memenuhi standari jam kerja sebanyak 40 jam kerja perminggu,
yaitu perda DKI. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya ketidak

seimbangan peraturan dari tingkat pusat ke daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di

antaranya:

1. Peraturan dari setiap daerah masing-masing terkait dengan jam kerja
masih tidak jelas karena ada yang sudah mengatur dan ada yang
belum sehingga menjadi tidak seimbang. Maka penulis
menyarankan kepada lembaga legislatif untuk segera mengesahkan
RUU PPRT khususnya terkait dengan jam kerja PRT supaya
peraturan terkait jam kerja bagi PRT menjadi jelas dan terdapat
perlindungan hukum.

2. Penulis menyarankan kepada Gubernur di setiap daerah untuk
membuat peraturan pelaksanaan dari Permenaker No 2 Tahun 2015
dengan memperhatikan peraturan terkait jam kerja bagi para PRT
yang mengikuti standar jam kerja yaitu, jam kerja normal, istirahat
perhari, istirahat perminggu, dan cuti tahunan karena hingga saat ini
peraturan yang berlaku hanya dari peraturan daerah.

3. Penulis menyarankan kepada PRT untuk meminta perjanjian kerja
secara tertulis dari pemberi kerja karena dengan adanya perjanjian
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kerta tertulis, maka memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu,
di dalam perjanjian kerjannya harus terdapat ketentuan yang jelas
bagi para pihak. Misalnya ketentuan terkait jam Kkerja, istirahat, cuti,
dan lainnya, supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

. Penulis menyarankan kepada pemberi kerja PRT untuk melakukan
diskusi dengan PRT terkait hal-hal yang harus dilakukan untuk
mengurus pekerjaannya. Kemudian pemberi kerja juga harus
memberikan perjanjian kerja secara tertulis kepada PRT yang ingin
bekerja. Dengan begitu kedudukan PRT dengan pemberi kerjanya
sama di mata hukum.

. Penulis menyarankan kepada para peneliti untuk dapat melakukan
penelitian yang berkelanjutan terkait dengan keadaan jam kerja PRT
menggunakan metode yuridis sosiologis karena penelitian ini sudah
menggunakan metode yuridis normatif. Hal itu diharapkan dapat
melihat topik ini dari sisi sosiologis yang akan melengkapi penelitian

ini.
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